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1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa perkembangan dan penemuan kdSudan AIDS di Provinsi NTB
semakin meningkat dan wilayah penularannya sudaliasiesehingga per
peningkatan dan percepatan upaya pencegahan damggehangannya;

bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulakrtysn dan AIDS perlu
dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peniaigkaérilaku hidup sehe
pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan ngiuku untul
pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta kgdnga,;

bahwa penularan HIV dan AIDS mempunyai imgikterhadap kesehat:
politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dakum, sehingga memerluk
penanggulangan secara melembaga, sistematis, maryegerpadu, partisipa
dan berkesinambungan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarakslich dalam huruf auruf
b dan huruf ¢ perlu membentuk Peraturan Dadesitang Pencegahan c
Penanggulangan HIV dan AIDS.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembamtiDkeraldaeral
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusagigara Timur (Lembare
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaranraléganor 1649);

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridaembaral
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Béganor 3209);

Undang-Undang Noor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran B
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Na49%);

Undangdndang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Cimveon
Psychotropic Substances, 1997 (Konvensi Psikoteop897);

Undangdndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikanfharan Negar
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara N86%);
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14.

15.

16.

17.
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19.

Undangdndang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan UNiggabns
Convention Against illicit Traffic in Narcotic, Dgs And Rychotropic
Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bamgssgsa tentan
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Rgilkaty 1988);

Undangdndang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lanaubb Negar
Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara N86%8);

Undangdndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Maniigmbarai
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaranraléganor 3886);

Undangdndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungark Abembarar
Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaranraléganor 4235);

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan tuPan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Ng8nolambaha
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tegteanghapusan Kekerasan Da
Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor T@nbahal
Lembaran Negara Nomor 4419);

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedakt¢kembaral
Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaranraléyanor 4431);

Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanrab
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahanb&ean Negar
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng Nomor 1
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangsigndomor 32 Tahu
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegdaranT2008 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent@embagian Uruse
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dad?edhinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Négdran 2007 Nomc
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnfan Pembinaan d
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerabaflaanmgara Tahu
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor)4539

Peraturan PresideNomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggula
AIDS Nasional,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N«
688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikidagp

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N«
785/Menkes/Per/VII/1997 tentang Ekspor dan Impakdopika;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Néni@ahun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja SekretariaeEdn Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provingsa Tenggara Bar
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

20 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat N@nmi@hun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja Dindsias Daerah Provinsi Nusa Tenggara B
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 7);

21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat N@mMi@hun 2008 tentar
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda,Léambaga Teknis Daer:
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah TaB0& Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENG@GRA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHADAN PENANGGULANGAN
HIV DAN AIDS.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkatralbasebagai
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnyaindisat KPAP adalah
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa TengganaB

5. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorantgtimddr HIV dan AIDS dan
tidak menularkannya kepada orang lain.

6. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan lajlapantilV dan AIDS.

7. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya djkat HIV merupakan
virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.

8. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjatndisingkat AIDS
adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkanlalg.

9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disihggBHA adalah orang
yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belumgajala maupun yang sudah
ada gejala penyakit ikutan.

10.0rang yang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang melmya disingkat
OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluargay y@dup bersama
dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.



11.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IM&lah penyakit dan atau
gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungdssal.

12.Konseling dan Tes Sukarelavquntary Counseling and Testing yang
selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tBs yang dilakukan secara
sukarela atau dengan persetujuan klien dan hadiagas bersifat rahasia serta
wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.

13.Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukada sampel darah,
produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelunnaid@an.

14.Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah &g pengumpulan data
tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkalasgmemperoleh informasi
tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderpegataran HIV/AIDS
untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggamahtlV/AIDS, di mana
tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.

15.Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulaa tittang perilaku yang
berkaitan dengan masalah HIV/AIDS dan dilakukanasecberkala guna
memperoleh informasi tentang besaran masalah deen#erungannya untuk
perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangafAHD'G.

16.Informed consent adalah penjelasan yang diberikan kepada seseanaiuds
mendapatkan persetujuan tertulis sebelum dilakutest HIV/AIDS secara
sukarela.

17.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilay@rovinsi Nusa Tenggara
Barat.

18.Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok ossrgy berdomisili di
Wilayah Nusa Tenggara Barat.

19. Dunia usaha adalah orang atau badan yang melaksakegiatan dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan.

20.Kondom adalah sarung karet yang dipasang padael@mnin laki-laki pada
waktu akan melakukan hubungan seksual dengan malstuk mencegah
penularan penyakit akibat hubungan seksual maughegsi alat kontrasepsi.

21.Perilaku pasangan seksual beresiko adalah peristganti-ganti pasangan
seksual tanpa menggunakan kondom.

22.Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yg@nselanjutnya disebut
NAPZA adalah obat-obatan/ bahan-bahan sebagaimamaksud dalam
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undangddd@nTahun 1997
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

23.NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaamgéalui penyuntikan
ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan&h AIDS.



BAB |1
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS disgdeakan berdasarkan asas
kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum daerip@han, keadilan,
kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan jender.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungiyaeskat dari bahaya HIV dan
AIDS dengan cara:

a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dantseha
b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penydb&ratan AIDS;

c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, dukungaengopatan dan
pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA,;

d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatdiidaihidup ODHA.

BAB |11
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

Bagian Kesatu
Pencegahan
Pasal 4
Upaya pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui:

a. kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasn edukasi dalam
rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup belaihsehat;

b. meningkatkan penggunaan kondom pada setiap hubsegarberesiko;
c. pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba suntik;
d. pengurangan resiko penularan HIV dan AIDS darikbwanak;

e. penyelenggaraan kewaspadaan umumvérsal precaution) dalam rangka
mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalangidtan pelayanan
kesehatan;

f. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV A#DS (Voluntary
Counseling and Testing) dengan persetujuan tertulis kli@nf¢rmed consent);

g. pemeriksaan HIV dan AIDS terhadap semua darah,uprddrah, cairan mani,
organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.



Bagian Kedua
Penanggulangan
Pasal 5

(1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan mel&kgiatan perawatan,
dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap GiaHAHIDHA yang
dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinisluakga, kelompok
dukungan, serta masyarakat.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didéekdkngan:

a. meningkatkan kemampuan sumber daya manugieng melakukan
perawatan, dukungan, dan pengobatan;

b. mendukung kelompok persahabatan ODHA dan OHIDHA,;
c. menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi dparstik dan obat IMS;

d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV ddbSApada semua
darah, produk darah, cairan mani, organ dan jamitiglauh yang didonorkan;

e. menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengoliamendampingan
kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIVAI&S;

f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku si&eetertular HIV dan
AIDS;

g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan-kasus HIV dan
AIDS;

h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya

Pasal 6

Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimaalesddrdalam Pasal 4 dan
Pasal 5, dilakukan secara menyeluruh, terpadu derkefinambungan serta
dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintalyarakat, media massa dan
dunia usaha.

BAB IV
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA
Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dak+iek asasi orang yang
terinfeksi HIV dan AIDS serta OHIDHA termasuk padungan dari
kerahasiaan status HIV dan AIDS.

(2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yarngdikasi dan atau telah
terinfeksi HIV dan AIDS merupakan pelanggaran.

(3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetuju@HA O dapat
menyampaikan informasi kepada pasangan seksuddhgan hal:

a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya gsetelendapat
konseling yang cukup;

b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasasgisualnya;



c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungamggbatan dan

pendampingan pada pasangan seksualnya;

(4) Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yamjeksi HIV dan AIDS

1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hahdsaan yang sama
dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS diad lembaga
pemasyarakatan.

BABV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu 1
Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dE»SAuntuk keperluan

surveilans dan pemeriksaan HIV dan AIDS pada daredduk darah, cairan
mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib kétannya dengan cara
unlinked anonymous.

Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV di»SAuntuk keperluan
pengobatan, dukungan dan pencegahan penularaddprkalompok beresiko
termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnygibwanelakukan

konseling sebelum dan sesudah test.

Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada @yatidak mungkin
dilaksanakan, tes HIV dan AIDS dilakukan denganskting keluarga.

Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jalyateatau sebab lainnya
mengetahui dan memiliki informasi status HIV danDAIl seseorang wajib
merahasiakannya.

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pedaykepada ODHA dan
OHIDHA tanpa diskriminasi.

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tergifédV dan AIDS wajib
melindungi orang lain dengan melakukan upaya peicey

Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorangapatiedtahui atau patut
diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengitdplan AIDS wajib
melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.

Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jaruntiksyarum tato, jarum
akupuntur, atau jenis jarum dan peralatan laing@apubuhnya sendiri dan
atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib gganakannya secara
steril.

Setiap kegiatan yang potensial menimbulkan peruleily/ dan AIDS wajib
melaksanakan sanering sesuai dengan prosedur alaslastkesehatan yang
baku.



Bagian Kedua
Larangan
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang melakukitandatory HIV Test.

(2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya tersifelV dan AIDS
dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairani,ntagan dan jaringan
tubuhnya kepada orang lain.

(3) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikatusstHIV dan AIDS
seseorang kecuali dengan persetujuan yang bergangku

BAB VI
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
Pasal 10

(1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penamggah HIV dan AIDS
secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk KPAP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,data pengisian keanggotaan,
dan tata kerja KPAP sebagaimana dimaksud pada @yatiatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

(1) Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan seldandeegiatan pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlindunganadap ODHA dan
OHIDHA dengan cara:

a. berperilaku hidup sehat;
b. meningkatkan ketahanan keluarga;

c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, DOHA, dan
keluarganya,;

d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman badiHA)DBDHIDHA,
dan keluarganya,

e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, dukungaengobatan, dan
pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

(2) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan mendasilperan serta
masyarakat.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peaatiaerah ini dibebankan pada
APBD Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangaraldatan sumber dana
lainnya yang sah.

BAB I X
PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap semua kegiatey berkaitan dengan
pencegahan, penanggulangan HIV dan AIDS sertanperigan terhadap
ODHA dan OHIDHA.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kbarahntuk:

a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampmcegah dan
menanggulangi penularan HIV dan AIDS;

b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi daygen kesehatan
yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau olehgelapisan masyarakat
sehingga mampu mencegah dan menanggulangi pentifivasean AIDS;

c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkiegedian yang dapat
menimbulkan penularan HIV dan AIDS,;

d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peatargk upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;

e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pamegdan
penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 14

Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Wadikddlam upaya pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS serta perlinduntghadap ODHA dan
OHIDHA.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

Gubernur melakukan pengawasan terhadap semuad®giahg berkaitan dengan
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS setiacaegan terhadap ODHA
dan OHIDHA.
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BAB X
SANKS|I ADMINISTRAS
Pasal 16

(1) Gubernur berwenang memberikan sanksi administtatitadap orang atau
lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukaanggaran terhadap
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada(dyatialah sebagai berikut:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan sementara ijin penyelenggaraan usahaafasi;
d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usalpacdesi.

(3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimiamaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemiatin Daerah diberi
wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelangd@tentuan-ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bengena

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorangangentidanya
pelanggaran Peraturan Daerah,;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tekgatlian dan melakukan
pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeakda pengenal diri
tersangka,

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f.  memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagangka atau saksi;
g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengaerjsaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidalapatccukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana d&lanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, pebhunhum, tersangka
atau keluarganya,

I. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dagstianggungjawabkan.
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BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 (2yat Pasal 8, Pasal 9
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (gbaman atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&l3radelanggaran.

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (dyanherupakan suatu
tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana seumgan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&rakejahatan.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasafat (2) dan Pasal 16
ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahujaksd®eraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildéingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanuypelagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdlusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2008
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

I. PENJELASAN UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak
sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakstersi kekebalan tubuh ini maka seseorang
akan dengan mudah diserang berbagai macam pemnyaldin tenggang waktu yang relatif
bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit gaitAcquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rertatompok beresiko tertular, dan kelompok
tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yangeniarlingkup pekerjaannya,
lingkungan sosial, rendahnya status kesehatanh&eda dan kesejahteraan keluarga, akan lebih
mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup grdengan mobilitas tinggi, remaja, anak
jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyatakang karena perilakunya berisiko
tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, sepertin@ja seks, pelanggannya, laki-laki yang
berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang bérganti pasangan seksual, pemakai narkoba
suntik dan pasangan seksualnya, penerima daradm atgu jaringan tubuh donor, serta bayi yang
dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yamgbk terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atiamvasi. HIV dipandang sebagai virus
yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatgarakat secara keseluruhan. Dalam
beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai andeanhadap keberlanjutan proses peradaban
suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancamdiggan anggota-peranggota keluarga,
melainkan juga dapat memutus kelangsungan gerseraisi keluarga. Karena itu, penanggulangan
HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangatfign dalam rangka menjaga hak-hak
dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan ket@agsproses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®aerah, mengamanatkan
daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejamenmasyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi selizestya, kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajily menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, adaalanganan bidang kesehatan. Penanganan
bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemeamtderah Provinsi diatur dalam Pasal 13
ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 288tang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHAT@Na mengamanatkan
bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upajanueningkatkan derajat kesehatan yang
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berpengaruh sangat besar terhadap pengembangapeddnnaan sumber daya manusia serta
menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaykeamempertinggi derajat kesehatan,
yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepaujedmya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perigan hukum terhadap
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di HaBravinsi Nusa Tenggara Barat,
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakebijakan untuk mengatur pencegahan
dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu PaematDaerah. Untuk itu dibentuk Peraturan
Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan RIMI& dengan materi mencakup:

Asas dan Tujuan;

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS;
Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA,
Kewajiban dan Larangan;

Komisi Penanggulangan AIDS;

Peran serta Masyarakat;

Pembiayaan;

Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan;

. Sanksi Administrasi;

10. Ketentuan Penyidikan; dan

11. Ketentuan Pidana.

©OoNoGO~wWDdPE

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat satitgttukan oleh efektifitasnya. Dan
efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentuslah fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat
peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk iteh@arena itu, dalam rangka memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam paeggdan penanggulangan HIV dan AIDS,
maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dardikasi, Peraturan Daerah ini
menugaskan Gubernur untuk melakukan koordinasi atenBupati/Walikota dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baikyamghkut aspek pengaturan maupun
pelaksanaannya. Koordinasi tersebut dimaksudkamkuntengarahkan agar Kabupaten/Kota
membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan daanggulangan HIV dan AIDS
melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dangmeriangan HIV dan AIDS.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalajaygancegahan dan penanggulangan
HIV dan AIDS harus menghormati hak asasi manusakat dan martabat ODHA,
OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukam daltum dan pemerintahan ”
adalah upaya penanggulangan HIV dan AIDS harukséiteakan sedemikian rupa tanpa
ada pembedaan baik antar sesama pengidap HIV da8 Adaupun antara pengidap dan
masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidaélakukan stigmatisasi dan
diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dpatugas yang terkait dalam
penanggulangan HIV dan AIDS.
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Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan genderahad@alak membedakan peran dan
kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penaaggah HIV dan AIDS.

Pasal 3
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "perawatan, dukungan, pergol#dn pendampingan "
adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan deregghktan ODHA dan upaya
dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau ¢eaangang bersedia memberi
perhatian pada ODHA secara lebih baik.
Huruf d
cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
cukup jelas
Huruf b
cukup jelas
Huruf ¢
cukup jelas
Huruf d
cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksudkan dengan “kewaspadaan umum” adsd¢gjala tindakan atau
prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesugamlestandar umum yang
berlaku.
Huruf f
cukup jelas
Huruf g
cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis klirdsladn suatu rangkaian upaya
pendekatan yang dilakukan berdasarkan prinsip4primsu kedokteran Klinis.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis keluaagalah suatu rangkaian
upaya pendekatan yang dilaksanakan dengan melibptdan serta pihak keluarga
semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis kelondpdkingan” adalah suatu
rangkaian upaya pendekatan yang dilaksanakan dengdibatkan peran serta
kelompok pendukung semaksimal mungkin.

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakalah suatu upaya
pendekatan yang dilakukan dari dan untuk masyarakat

Yang dimaksud dengan “pendekatan berbasis masyarakalah suatu upaya
pendekatan yang dilakukalari, oleh, danuntuk masyarakat.
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Ayat (2)
cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “upaya pencegahan” adalalausamutus mata rantai penularan
HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok bkoiginggi tertular dan menularkan
HIV dan AIDS seperti pengguna narkoba jarum surgiqnjaja seks dan pelanggan atau
pasangannya, laki-laki yang berhubungan seks delaggafaki, warga binaan di lembaga
pemasyarakatan dan rumah tahanan, ibu yang telahfeksi HIV ke bayi yang
dikandungnya, penerima darah, penerima organ atengan tubuh donor.

Yang dimaksud dengan “upaya penanggulangan” adasiaia menekan laju penularan HIV
dan AIDS melalui kegiatan promosi, pencegahan,vpeian, dukungan, pengobatan, dan
pendampingan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.

Upaya pencegahan antara lain dengan cara: tidakakol@ln hubungan seksual
(abstinensia) atau dengan memakai kondom atau tidak melakukénorgan seksual yang
penetratif.

Yang dimaksud dengan "menyeluruh” adalah upaya ggat@an dan penanggulangan
meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehalwliif.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah upaya pehaagdan penanggulangan yang
dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak.

Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalahayparycegahan dan penanggulangan
yang dilakukan secara terus - menerus.

Pasal 7
Ayat (1)
cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “diskriminasi’ adalah sep@mbatasan, pelecehan, atau
pengucilan baik langsung maupun tidak langsung sdidkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelgrgplmngan, status sosial, status
ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politfang berakibat pada
pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pamgagalaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan désar kadhidupan baik secara
individual maupun kolektif dalam bidang politik, @omi, hukum, sosial, budaya
dan aspek kehidupan lainnya.
Ayat (3)
cukup jelas.
Ayat (4)
cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengawmnlinked anonymous adalah tes yang dilaksanakan dalam
rangka sero-surveilans yang dilakukan sedemikiga rsehingga identitas orang
yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah sgasimen lain yang diambil
dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya diganalntuk sampel epidemiologis
berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat (2)
cukup jelas.
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Ayat (3)
cukup jelas.
Ayat (4)
cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “penyedia layanan kesehaddalah setiap orang atau
lembaga yang menyediakan layanan jasa kesehatambaagarakat umum.
Ayat (6)
cukup jelas.
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “bersetubuh” adalah hubursgks penetratif antara lain
masuknya penis ke dalam vagivadinal sex) dalam hal hubungan seks dilakukan oleh
pria dan wanita atau masuknya penis ke dalam d{#mnal sex) dalam hal hubungan
seks dilakukan baik oleh pria dengan pria maupweh giria dengan wanita atau
masuknya penis ke dalam mulotdl sex) dalam hal hubungan seks dilakukan baik oleh
pria dengan pria maupun oleh pria dengan wanita.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan "steril* adalah suatu keaglaag bebas hama atau kuman
penyakit.

Ayat (4)
cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud dengamandatory HIV test adalah tes HIV yang disertai dengan
identitas klien tanpa disertai konseling sebelush dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

cukup jelas.
Ayat (3)

cukup jelas.
Ayat (4)

cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksudkan dengan “masyarakat” adalah semarmporang yang hidup bersama
di sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturanntartgeeperti keluarga, lembaga
keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Rarguiffinggi, organisasi
kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lain-lain

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan “orang... dalam kedudwgdentu” adalah individu yang
melaksanakan suatu kegiatan karena profesinya.
Ayat (2)
cukup jelas.
Ayat (2)
cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR .............
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BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 (2yat Pasal 8, Pasal 9
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (gbaman atau denda paling
banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&lgradelanggaran.

(3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada (dyanherupakan suatu
tindak pidana, maka dikenakan sanksi pidana seumgan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §&rakejahatan.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasafat (2) dan Pasal 16
ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahujaksd®eraturan Daerah ini
diundangkan.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildéingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanuypelagngan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaeralnBrdlusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Desember 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN2008 NOMOR ....



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

TAHUN 2008

Menimbang:

Mengingat:

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

bahwa perkembangan dan penemuan kasus HIV dan AiDBovinsi NTB
semakin meningkat dan wilayah penularannya sudalnamesehingga per
peningkatan dan percepatan upaya pencegahan damggehangannya;

bahwa kebijakan peegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS |
dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peniaigkaérilaku hidup sehe
pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan ngduku untul
pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta kghngg;

bahwa pnularan HIV dan AIDS mempunyai implikasi terhadegsehatar
politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dakuim, sehingga memerluk
penanggulangan secara melembaga, sistematis, manyderpadu, partisipa
dan berkesinambungan,;

bahwa bembkarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarhaunurut
b dan huruf ¢ perlu membentUReraturan Daerah tentang Pencegahar
Penanggulangan HIV dan AIDS.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang PembamtiDkeraldaeral
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tifbembarar
Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaranraléganor 1649);

Undangtndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridaembaral
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Bléganor 3209);

Undangdndang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lexnldegar:
Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara N84$5);

Undangdndang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Cimveon
Psychotropic Substances, 1997 (Konvensi Psikoteop897);

Undangdndang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikanfharan Negar
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara N86%);



